
Makna Kepailitan Notaris
Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik
Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufron

Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Paiak Pertambahan Nilai
dalam Sistem PerPaiakan Nasional

Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan Jayus

Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
terhadap Notaris Akibat Kepailitan

Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron

Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi
oleh Notaris

Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan Jayus

Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjaniian Waralaba
Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah

Konflik Kewenangan Antara Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) dengan Notaris
Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan

Kepaslian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
sebagai Pejabat Pemerintah

Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum
bagi Pengguna Jasa Notaris

Vici Noornindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Kedudukan Hukum Pejabat PembuatAkta Tanah dalam sengketa Tata Usaha Negara
Catur lndah Noviana, M. Khoidin, dan Jayus

2, Nomor 1, Oktober2017 p-ISSN: 2541-2337

JunTqEL HUKUM DAN HUMANIORA

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


‖鶉【HU
」URNAL HUKUM DAN HUMANIORA

血ヾ me2,Nomorl,Oktobcr 2017 Maret 2018 P―ISSN:2460-5689

c― ISSN:2460-5859

DAFTAR ISI

Makna Kepailitan Notaris
Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan ............ i

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik
Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufron.........................................15

Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam
Sistem Perpajakan Nasional
Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan |ayrs .................................35

Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris
Akibat Kepailitan
Aditya Sakti wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron ................................................51

Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi oleh

Notaris
Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan )ayus. ............75

Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny TanuwUaya ......................................................89

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba
Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah...............................107

Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris
Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan .............................................125

Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai

Pejabat Pemerintah
Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto .............157

Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi
Pengguna fasa Notaris
Vici Noornindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto ............ ..........775

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat AL-ta Tanah dalam Sengketa Tata Usaha

Negara

Catur Indah Noviana, M. Khoidin, dan fa1us........... ............'..""""""' 191

I

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


=Ⅸ
 HUMANA

_一
= Hukum dan Humaniora

:_¬e2,Nomorl′ OktOber 2017-Maret 2018

p― ISSN:2460-5689
e lSSN:2460-5859

達 ABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA DIBERHENTIKAN
SE卜IENTARA AKIBAT DIIATUHIPIDANA

Shodiqin,M.AriefAmrullah,dan Fanny Tanuwiiaya

F iultas Hukum Unilrersitas lember

ili ShOdildn@gnlall com

・ bstrak

i triswllbbertanggungiawabte■adaP,あ atala Fng ia miliktermasuk dalam hal melllJanltan

■Tenangannya Dalam mcl■Jdankan kewenangannya tersebut,Notaris harus memilikl sikap

:=二 anggung,awab terhadap produkyang dikeluarkal■ nya Hal mcngenai KbwaJiban dariseorang

―
::二 ris terdaPat di dalam Pasa1 16 Undang―Undang labatan Notaris Tidak adanya Pengaturan

~=■
Senai sanksi bagi notarisン

,ng d,at■lhi hukuman Pidana kュ rang dari 5(lima)tahun daPat

Iき nirnbtlkan adaド、ketidakttgasan untttkn,alelis pengawas dalam mengusuhn Pemberhentian

i iak hormat kcPada mentcri Halini disebabkan di dalam Undang Undang)abatan Notaris ini

lttVa mengatur mengenai pembcrhentian tidakhormat apabila Notaris dり atuhi hubュman Pidana

,■rang dari 5(lima)tahun atau lebih,sedangkan pengaturan mcngenai sanksi apabila notaris

i:■tuhi hukuman Pidana lttlrang dari 5(lima)tahun belum diatur Berdasarkan bcberapa hal

trsebut di atas penulis ingin mengkaJi dan menuanglcan masalah implikasi hukum kcabsahan

■■a notaris apabila yang bersangktltan dlberllentikan sementara dan d,atuhi Sanksi Pidana

Kata Kunci:Pemberhentian Notaris,I〔 eabsahan Aka,Tindak Pidana
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Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberheniilan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana

Kekuatan Hukum Akta Notaris Ketika Notaris Yang Bersangkutan Dijatuhi Pidana

Kurang Dari 5 (Lima) Tahun

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal

t5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang |abatan Notaris yaitu untuk membuat alta
autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUIN atau kewenangan

yang diatur dalam undang-undang lainnya. Hal mengenai kewenangan ini tersirat di

dalam Pasal 1 ayat ( 1) UUIN yang menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya'l

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan

membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.t Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna. Hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang

dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-

undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau

akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat

penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.2

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat

akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 UUIN dan kewenangan lainnya yang diatur

di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan

notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hai tersebut

tidak boleh dilanggar. Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di
dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan

akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindakjujur, mandiri,

tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan isi sumpah jabatan notaris.

Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Iabatan Notaris maka akan dikenakan

sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pember-

hentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat" Dalam menjalankan

pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Ham membentuk Majelis
Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan

Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini
sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak

l Hablb A"ic,フ ク`r″

“̀Pθ“
′た,″″′αレ

“
D“″,′ ハ7ο ″ris′ ′́P弘■ Citra Adit)唸 Bakti,Bandung,

2014,hlm 21
2 rι′′,hhl1 27
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-: tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3(tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak

-: (tiga) orang.

Majelis Pegawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyeleng-

:araan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan
\otaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah
atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat mem-
l,erikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian
sementara atau pemberhentian tidakhormat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
I Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Iabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan
oleh Menti'rl hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhetian sementara hanya
dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat

memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak
hormat.

Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang
dimaksud didlaman Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang labatan Notaris,
adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidakhormat
dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap

b) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun

c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat j abatan notaris

d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan Iarangan jabatan.

Di dalam ketentuan Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah
dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penj ara

kurang dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun atau iebih. Hal mengenai pemberhentian
tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi
Pasal tersebut sebagai berikut: "Notaris diberhentikan dengan tidakhormat oleh Menteri
karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebihl'

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang |abatan Notaris ini
mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana
penjara paiing lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30
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Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentilar Sementara Akibat Dijatuhi Pidana

Tahun 2004 tentang ]abatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan

oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan

Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah

pengampuan, apabila melakukan Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat

seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap

larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut

dijatuhi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 5

(lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun

Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat

memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini
dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun

pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum

nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga

disebabkan oleh, karena Tidak adanya pengaturan di dalam Undang-undang jabatan

notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang

dari (5) lima tahun. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi

hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan

untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada

menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang Iabatan Notaris ini hanya mengatur

mengenai pemberhentian tidakhormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang

dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan Pengaturan mengenai sanksi apabila notaris

dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada

masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai

dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu
keNotarisatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah

tertentu terjadi menjadilebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan

dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainya. Akan tetapi

Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris

seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan ke absahan akta-akta yang

menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang

dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dinataranya

apakah Notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehinggamenimbulkan kesalahan

yang membuat kerugian bagi pihak lain, ataukah dari si penghadap yang memberikan

keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan bagaimana Notaris bisa

menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan

pembuktian.

Pada dasarnya Notaris melakukan profesinya dengan sungguh-sungguh dan

prefesional karenajabatan Notarisadalah salah satu cerminan hukum yang ada di Negara

Indonesia. Notaris memiliki Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang

う
乙
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ditetapkan di Bandung pada tanggal 2g ranuari 2005 yang mana pasar 2 terkait dengan
Ruang Lingkup Kode Etik ini menyebutkan bahwa ,,Kod.e 

Etik ini ber\akukbagi se\uiuh
anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku aan menlatankai yauatan
Notaris baik dalam peraksanaan )abatan maupun- dal.ri *rh;dupan sehari -hari;, serain::: undang-undang fiiga mengatur khusus tentaag Iabataa Nota.is ya itulJndang_IJndang

-'-rmor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat ,eras menegaskai::r mengatur megenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang
: ::ialankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi-sanksi yan g akan diterima'olei: :tis apabila terbukti melakukan har yang dilarang daram {Jndang-rJndans maupun

: =- ::uran lainya.

Pertanggung jawaban Notaris merupakan har yang sangat penting dan mendasar
: ::Lgingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai
: :kti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan dikehidupan sehari-hari memlliki
::doman berupa Undang-Undang |abatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi
.:ndasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewa]iban, hingga
-arangan yang di,sertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta otentik ia\ah akta yang dib-,Jat
oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. proses pembuatan akta otentik
mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Nor"rr, au. fu.upihak' Notaris bukan hanya sebagai Noturen'aka"n tetapi Notaris juga berperan sebagaiKonsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas aktayangdikehendaki' Tidak sebatas terbuatnya akta otlntik, Notaris juga bertanggungjawabatas,kebenaran bagian-bagian daram akia baik secara form, maupun secara materi,.Setelah akta yang diinginkan para plhak selesai dibuat, muncur tanggunngjawab rain dariNotaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangandimuka pengadilan biramana akta yang dibuat dihuiupuriNotu.i, -"nrrui perm"s"ruhunl

Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadipermasalahan maka status akta otentik_itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasikeotentikanya' Kebatalan dan pembataran daiam akta fang dibuat oreh atau dihadapanNotaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tiaak m"merruhi syarat subjektif, aktabatal demi hukum jika dalam akta ti<tak terpenuhi;;,;"r", objekti{ akta mempunyaikekuatan pembukian sebagai akta dibawah Lngar, 
"Liu 

iruuru,.un oleh para pihak, danpembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktiiu, a"rg; asas praduga sah yang manaakibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai a.rrg'n;i"p.r,rrran pengadilan.
Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikate_gorikan sebagai alat bukti surat.Sebagaimana yang aiutr. iuru- pasar I angka 1 uuJNbahwa Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dankewenangan rainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam r:ndang-undang ini,l EksistensiNotarissebagai pejabat umum-didasarkan atas uurN yung -.n.,upt un rambu-rambubagi 'gerak iangkah' seorang Notaris. Notarissebagai f"jiu", prurt yang berwenanguntuk membuat akta otentik, mempunyai p".un p"ntirg dalam kehidupan masyarakat,
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banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta

dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan aka notaris

yang artinya jika tidak dibuat dengan aka notaris, maka transaksi atau kegiatan tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan

nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan

dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notarisdituntut supaya memiliki nilai

moral yang kuat. 3 Seharusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat

telah diatur dalam undang-undang khusus dan juga diatur dalam Kode Etik profesinya

serta terdapat Majelis Pengawasan Notaris yang dalam hal ini mempunyai tugasuntuk

mengawasi tindakan Notarisberkenaan dengan tugas dan kewenangannya,maka untuk
sanksi pidana yang diterapkan terhadap Notarisyang melakukan pelanggaran terhadap

jabatannya tidak seharusnya dikenakan.

Hal tersebut dilihat menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidak
jelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Dalam Undang-Undang yang mengaturnya pun sanksi pidana tidak disebutkan dalam

substansinya, hanya sanksi perdata dan administrasi. Dapat kita ketahui pula bahwa

sanksi pidana merupakan alternatifterakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat

digunakan dalam suatu perkara hukum. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat

dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan

tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan

Notaris. Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik
yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penf mpangan-penyimpangan

terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkilkan Notaris

tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum bafl< civil responsibility,

administrative responsibility, ma,tpttn criminal responsibility. Sebagaimana diketahui bahwa

kuantitas notaris sangatlah tinggi, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya
pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Setiap perbuatan melanggar hukum
tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta

proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk

dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidakhanya berimplikasi pada

Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri.
Terkait perlunya pemanggilan dan kehadiran seorang Notaris dalam pemeriksaan perkara

pidana dapat dibedakan, yaitu:

1) Sebagai Ahli; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta

r Supriadi, Efika dan Tanggung Jawab Profesi Hukutn di hrdonesiq, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,
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otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya
berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat
memberikan penj elasan kepada penyidik di Kepolisian, laksa/penuntut umum, hakim,
pengacaral penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan

- Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat
akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-
bukti pendukung dalam pembuatan aka otentik tersebut, yang ternyata terindikasi
perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris
terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka; dan

-1 Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut
diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagaipembuat aka otentik, baik
dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga
notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

lika seorang Notaris menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, namun belum
mempunyai kekuatan hukum yang tetap Qnkracht) sebaiknya dianggap tidak cakap
ataupun tidakberwenang untuk membuat akta, sebab akan menimbulkan kesan yang
tidak baik bagi profesinya dihadapan masyarakat.

Selain untukmemudahkan proses peradilan, tidak berwenangnya seorang Notaris
jntuk membuat aktajuga dipandang sebagai bentukperlindungan terhadap klien Notaris
:ersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Menurut Alfi Fahmi
-{dicahya, bahwasanya seorang Notaris yang berada dalam status tersangka masih
diperbolehkan membuat akta. Sebelum adanya putusan tetap dad suatu persidangan,
\otaris tersebut belum bisa disebut bersalah dan status dari Notaris tersebut masih
sebagai notaris aktii dan akta yang dibuat seorang Notaris aktif memiliki kekuatan
:utum yang sah terhadap para pihak yang keinginannya dituangkan dalam akta. Tidak
rerwenangnya seorang Notaris dalam ha1 membuat akta adalah apabila Notaris tersebut
'rerada 

dalam status skors atau kewenangan Notaris tersebut telah dicabut karena sanksi
, dipecat) ataupun telah pensiun.a Pada hakikatnya tidak ada aturan yang menghalangi
kewenangan seorang Notaris yang berada dalam status tersangka untuk membuat aka,
kecuali telah ada surat keputusan Menteri untuk memberhentikannya.

|ika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris
akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk
dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup
kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib
yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada
kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

a Alfl Fahmi Adicahya, Pertallgngjawab.tn Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana, Surabaya,
Permata Utama Press, 2009. hlm.l08
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dalam hal pembuatan akanya.Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-

kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Dalam har

Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak tertutup
kemungkinan Notaris tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa bahkan

lebih jauh lagi faka-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak
pidana yang dilakukan Notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara yang

kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri Notaris.

Halangan-halangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya disebabkan

karena sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya, mencakup

pemberhentian sementara 3 sampai dengan 6 bulan, maka protokolnya diserahkan
kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Terhadap notaris yang

diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran pelaksanaan fabatan Kode Etik
Notaris, serta pemberhentian dengan tidak hormat dalam ha1 notaris telah dijatuhkan
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap karena melakukan tindakpidana dan hukum penjara 5 tahun atau lebih, maka

protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk Menteri atas usulan Majelis

Pengawasan Pusat.

Dalam Pasal 63 UUfN menyatakan bahwa Penyerahan Protokol yang diberhentikan
sementara dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara

penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang

menerima Protokol Notaris. Notaris yang diberhentikan sementara, maka penyerahan
rProtokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis

Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Terhadap Notaris
yang diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh

Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 80 UUfN menyatakan bahw3 selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya,

Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
Menteri menunjukNotaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris dari Notaris
yang diberhentikan sementara. Undang Undang labatan Notaris tidak mengatur bagaimana

kedudukan hukum Notaris dengan status sebgai tersangka yang dikenakan penahanan

dalam tingkat penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan belum
ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menghadapi peristiwa
hukum demikian yaitu penahanan terhadap notaris dan tidak ada pengaturannya dalam

Undang-Undang Iabatan Notaris, tidak boleh dibiarkan adanya kekosongan hukum ini.
Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana tidak ditahan atau sebaiknya

diberhentikan sementara. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses

peradilan dan untuk menghindari hal-hal yang tidakbaik yang dapat berdampak terhadap

akta dan klien dari notaris yang memperoleh status sebagai terdakwa.

Sejak dinyatakan sebagai terdakwa, notaris tersebut diberhentikan sementara,

sampai ada putusan yang tetap. Iika sudah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan
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-,ukum tetap, dan Notaris tersebut dihukum, dari hukuman tersebut Majelis pengawas
\otaris dapat langsung memberhentikan tanpa dimintakan lagi Majeris pengawas Notaris
::emeriksanya. Putusan dari pengadilan tersebut dapat menjadi dasar bagi Majelis
?engawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi. Apabila seorang notaris terbukti bersalah
:relakukan tindak pidana, maka Majelis pengawas Notaris akan mengusulkan kepada
ilenteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya. Sanksi yang diberikan
-iepada notaris yang nakal tersebut bukan saja yang melakukan tindak pidanaberat, karena
:i1a dihukum percobaan pun yang bersangkutan akan ditindak tegas, yakni pencabutan
:'in. Pemberhentian Notaris bukan saja yang melanggar hukum, tetapi bisa juga akibat
relakukan perbuatan tercela lainnya, seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan
:an norma adat, kesemuanya itu akan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan
:rotaris-

Sanksi yang dikenakan Notaris Apabila Melakukan pelangggaran

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perrunya
sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang meranggar k"*erurgan ukan
:remperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan
'.'ang ia milik termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan
-<e*'enangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab ierhadap
:roduk yang dikeluarkannya. Adanya Tanggung /awab atau responsibilifT ini berawal
Jari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan Lahirnya tanggung
'ar'ab' Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakuka, ol"h ..orurrg Noluril
sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boreh dirakukan oreh Notaris.

Ha1 mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam ketentuan pasar 16
-ndang-undang Jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di daram
Pasal 17 Undang-undang Iabatan Notaris. Notaris merupakan seseorang yang dipandang
;nemiliki peranan penting di masyarakat karena kewenangannya dalam membuat akta
autentik. oleh karena itu, seorang Notaris harus menjaga periraku, kehormatan dan
\Iartabatnya agar terhindar dari Sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya
penegakan hukum dan agar menjadikan seseorang atau masyarakat agar tertib akan aturan
hukum yang dibuat, apabila ada yang melanggar aturan dari kewajiban atau larangan
rang telah dibuat di dalam peraturan. Sanksi merupakan hukuman dan juga merupakan
sebagai alat pemaksa bagi seseorangyang tidak taat pada peraturan perundang-undangan.

Majelis pengawas merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk
melakukan pengawasan kepada notaris terhadap raporan dari masyarakat akibat adanya
pelanggaran di dalam ketentuan Undang-undang jabatan notaris. Majelis pengawas
terdiri dari 3 unsur yakni pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis
pengawas dibagi menjadi 3 yaitu Majelis pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan
terakhir adalah majelis pengawas pusat. Sanksi'ang terdapat di dalam undang-undang
.iabatan Notaris merupakan sanksi administrarif dan Sanksi perdata. Bagi Noiaris yang
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melanggar baik kewajiban maupun larangan serta ketentuan yang ada di dalam Undang'

undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan olei-

Notaris yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris adalah sebagai beriku::

1) Peringatan tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar seseorang tida.k

melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam pengenaan sanls:

peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut habib adjie.

teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupaka::

tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutanya jike

terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain. Majelis Pengawas Daerah dalam melakukar

pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis.

namun Majelis Pengawas daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas

Wilayah agar notaris diberikan sanksi tertulis atau Lisan. Majelis Pengawas Wilayah

hanya dapat memberikan Sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris

dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan

Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian

dengan tidak hormat.

2) Pemberhentian sementara

Sanksi Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu

pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah

tertuang di dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 200.t

tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar notaris untuk tidak melaksanakan

jabatannya sementara waktu. Sebelum sanksi pemberhentian tidak hormat dikenakan

oleh notaris. Pemberhentian semntara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan

notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat

akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3(tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi

ini dapat berakhir dalam bentukpemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugas

jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat

atau pemberhentian tidak hormat

3) Pemberhentian dengan hormat

Mengenai Pemberhentian dengan hormat ini telah di atur di dalam ketentuan Pasal 8

Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan

hormat ini terjadi karena:

a) Meninggal dunia

b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

c) Permintaan sendiri;

d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan

notaris secra terus menerus lebih dari 3 tahun

98 LEX HUMANA, Jurnal Hukum dan Humaniora

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


・

・
・

一

一

一ヽ
　

　

一
　

´
ヽ
　

一
・
　

一
一
　

一
・　

　

　

　

一
　

一　

　

　

一
　

一
一
　

一
一

Shodigin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

e) Merangkap jabatan sbgaimana dimaksud Pasal 3 huruf g
Adapun Ketentuan umur yang dimaksud dapat diperp ani ang hingga umur 67 (enam
puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
Pemberhentian dengan hormat tidak tepat jika dikla-sifikasikan sebagai sanksi
yang dikarenakan seorang Notaris melanggar aturan. Hal ini dikarenakan adanya
beberapa ketentuan di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
2 tahtrn 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan hormat
karena Meninggal dunia, sudah berumur 65 (enampuluh lima) tahun, permintaan

Sendiri, Tidak mampu secara rohani atau jasmani dalam melaksanakan tugas

fabatan Notaris selama lebih dari 3 tahun. Keempat hal tersebut bukan merupakan
sanksi yang dikenakan apabila notaris melanggar ketentuan di dalam Undang-
undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pemberhentian dengan hormat ini
tidak cocok jika di kiasifikasikan sebagai sanksi yang dikenakan bagi Notaris
yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Merangkap jabatan
merupakan Larangan, hal ini telah jelas diatur di dalam pasal 17 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notads tentang |abatan Notaris bahwa
Notaris dilarang merangkap jabatan.

Pemberhentian tidak hormat

Pemberhentian tidak hormat merupakan peberhentian notaris dari jabatannya
sehingga seseorang tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis pengawas Wilayah
hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan pemberhentian

dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehongga, notaris hanya dapat diberhentikan
dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah
diatur di dalam Pasal 12 hingga Pasal 13 Undang-Undang iabatan Notaris. Dalam
Pasal tersebut notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

b) Berada di bawah penampuan secaa terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehoratan dan martabat jabatan notaris;
atau

d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiba dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih. Kewajiban Sumpah ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 2016.
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Konsekwensi Yuridis Seorang Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Pidana Kurang Dari 5

(Lima) Tahun Terhadap fabatan Notarisnya

Notaris dalam menj alankan kewenanganyanya dia harus taat kepada Peraturan yang

berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu aka autentik' Selain itu.

Notaris agar terhindar dari sanksi harus memiliki nilai dasar sebagaimana yang dimaksud

di dalam Pasal I 6 ayat ( 1 ) huruf (a) serta Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan

perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris

terlebih dahulu dilalarkan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Adapuh tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh

kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap

pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejal<saan dan lembaga pemasyarakatan.

Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/

perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemida-naan. Berdasarkan

konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib

bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris

yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan

yang ia buat. Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan

maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana

berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan

aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang

tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris

yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-pasal dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi

Kode Etik, Perdata dan Administratif. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai

pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin atau

tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihakyang menghadap untuk meminta

dibuatkan akanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi

menjunjung tinggi tentang Etika Profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau dengan alasan ingin menguntungkan salah

satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaiiknya

sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Notaris yang menj adi terdakrara dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara.

Kewenangan untuk memberhentikan sementara ada pada Majelis Pengawas Pusat. Hal

tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan. Terhadap

Notaris yang dikenakan penahanan sementara, maka notaris berhenti demi hukum dan

tidak berwenang untuk menjalankan j abatannya termasuk dalam membuat akta otentik.

Dalam Pasal 63 jo Pasal 80 Undang-Undang |abatan Notaris menyatakan bahwa dalam

jangkawaktu 30 hari Protokol Notaris yang diberhentikan sementara diserahkan kepada

Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
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Menteri menuttuk Notaris lain sebagai seOrang peJabat Sementara Notaris yang

'、an inenerilna prOtOk。 l Notaris dari Notarisyang dibcrhcntikan sementara tersebut

ilas usulandanMttelis PengawasPuSatNotaris,sal■ lPai masa pemberllentian semcntara
lヨ rsebut bcrakllir Pclagaturan meigenai sanksi Pidana harus diatur seCara tegas ddam

∵ndang― Undang Jabatan Notaris,untuk mcnccgah tcrladinya kcsalahan―kesalahan

==氏 bcrsifat pribadi inaupun yang me、、ngkut Profeisonalitas dari Notaris Undang―
ビndang labatan Notttis harus mcngatur mcngenai lewenangan dan pemberhentian

Sf■lCntara Notaris dalam status sebagai tcrsangka dan tcrdakwa,scbab jumlah Notaris

二ng tcl・lalu banyak,sehingga tidak bisa dihindari inunculnya pelangaran―
Pelanggaran

iJam pembuatan akta

Sanksi dalam uuIN scbaibァa berefek,era sehingga tidak ada Notaris png
nelakukan kesalahan dengan sengaJa dan Notaris iuga harus lcbih teliti terhadap

cヽwcnangannya mcmbuat akta Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam

pembuatan aka haruslah lebih incmperhatikan secara detll inengenai aspek fOrmalnya,

sehingga kesalahan yang kcmudian berindikasi pidana dapat di minimalisit Disamping

itu,pcnga、vasan tcrlladapに nerJa Notaris yalng dilakukan Oleh Pihak口ng memiliki
ke、venangan haruslebih ditingkatkan karcnahaltcrsebutberpengaruhPada aspekmOral

「abatan Notaris itu sendiri di rnasyarakat secala umum

Notaris yang melakukan pcrbuatan Pidana dapat dikcnakan sanksi sebelum

ilkcnakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan PrOscs sesuai dcngan Kltab

Undang― undang Hukunl Pidana Adapun tahapan yalag harus dilalui antara lain adanya

indakpidalla,■ hap penン■dihn Oleh kePolisian,tahappenuntutan olehttaksaan,tahap

FemerikSaan olch pcngadilan,tahap pelaksanaan PutuSan(ekSekusi)。 leh kelaksaan dan
icmbaga pemas,電 ralCatan Didalan hukunl pidana terdapat adallya 3 konsep antara lah

Tindak pidana/perbuatan Pidana,Pertanggunga、 vaban pidana atau kesalahan,Pcmida―
naall Bcrdasarkan bnscP tersセ

Чt maka Notans ymg tdah terbuki melalctlkan tindよ

,dana maka w可わbertanggunJ`tyttbterhadapapayangialalttucansebagaildabtindak

Pidana Notaris yang lnelakukan kesalihan maka akan dikenakan sanksi pidana scsuai

dengan perbuatan yang ia buat Notaris yalag telah dllatuhi pidana pettara bcrdasarkan

べeputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksiン ang terdapat di dalam Undang_
undang,abatan Notaris Adapun sanksi yang akan penulis kcmukakan dalam tesis ini

mengenal santti pcmbcrhcntian tidak hOrlllat

Hal mengcnai sanksi pcmbcrhentian tidak hOrmat ini diatur di dalaln Pasal 12

dan Pasal13 Undang_undanglabatan Notaris Adapun bunyi di ddam Pasa112 Undang_

undang labatan Notaris yang berbunyi sebagai bcrikut:Notaris diberhentikan dengan

tidakhOrmat darijabatannya oleh Mentcri atas usul MtteliS Pegawas Pustt apab■
a

a)Dinッntakan pailit bcrdasarkan putusan pengadilan yang telah incmpcrolch kkuatan

hukum tetap;

b)Berada di ba、vah pengampuan secaa tcrus― mencrus lebih dari 3(tiga)tahun;

C)Mclakukan perbuatan yang mcrendahkan kchOrinaan dan martabat,abatan nOtaris;
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Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana

atau

d) Melakukan pelanggaran berat terhadaP kewajiban dan larangan jabatani'

Penjelasan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang

}abatanNotarismenjelaskanbahwayangdimaksud:..Melakukanperbuatanyang
merendahkan kehormatan dan martabat": misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan

narkoba, dan zina".Sedangkan di daiam penjelasan Pasal 12 huruf (d) menjelaskan

bahwayangdimaksuddenganpelanggaranberatadalah,,tidakmemenuhikewajibandan
melanggar laran gan n otar i s".

SeorangnotarisyangmelakukantindakansepertiyangdimaksuddidalamPasa]
12 apabila dilatuhi sanksi pidana dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 (lima)

tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasai

ini ialah Berjudi, Mabuk, berzina dan Narkoba dapat dikenakan tindakan pidana kurang

dari lima tahun dan bisa juga lebih dari lima tahun. Hal mengenai pemberhentian tidak

hormat ini juga diatut di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

2tahw2}T4tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor30Tahun2004tentang

labatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: "Notaris diberhentikan tidak hormat

oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakkan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Pasal 13 ini menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih maka dapat secara langsung diberhenti kan tidak hormat oleh

Menteri. Apabila dilihat perbedaannya di dalam Pasal 12 menerangkan bahwa Notaris

dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat

sedangkan di dalam Pasal 13 Notaris dapat diberhentikan langsung. Ketika pelanggaran

yangterdapat di dalam Pasal l2 Undang-undang Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2014

tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang |abatan Notaris

dilakukan oleh Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan ancaman hukumannya

lima tahun maka, secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Hal tersebut dapat dilakukan karena menteri dapat memberhentikan tidak

hormat karena Notaris telah dikenakan ancaman hukuman lima tahun seperti yang telah

dijelaskandidalamPasal13.sedangkan,PelanggaranyangdimaksuddidalamPasall2
seperti berjudi, berzina, dan pelanggaran kewajiban serta pelanggaran lainnya apabila

dijatuhi tindak pidana dan ancaman hukumannya kurang dari lima tahun maka, Notaris

tersebut dapat tidak dikenakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13. Hal ini dikarenakan

didalamPasal13berbicaramengenaipemberhentianlangsungyangdilakukanoleh
Menteri apabila notaris dikenakan hukuman pidana 5 (1ima) tahun, sedangkan di dalam

pasal 12 Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri apabila seorang Notaris melakukan

pelanggaran yang dimaksud Pasal 12 atas usul Majelis Pengawas'

Pada saat penjatuhan sanksi, notaris dapat saja mengajukan banding karena

ancaman hukumannya kurang dari lima tahun sehingga Notaris tersebut hanya

つ
４
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Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

::rerhentikan sementara dan tidak diberhetlkan secara tidak hormat (dicabut jabatan

l.-.-ltaris nya). Apabila seorang notaris dikenakan ancaman pidana kurang dari lima
:::un dan dapat meniadi seorang notaris kembali maka Notaris tersebut telah melanggar

.,=:entuan yang ada di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik dan sumpah
:.atan Notaris. Walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun dia telah

:erusak citra dari seorang notaris.

Notaris adalah suatu profesi, sehingga adanya dalam menjalankan jabatannya

:::dapat adanya organisasi notaris dan kode etik yang berfungsi untuk meningkatkan
::ngsi dan peranan notaris serta memupuk dan membina kerja sama antara anggota
,rtaris. Dalam menjalankan jabatanya Notaris harus berpedoman pada kode etik, dan

-:rdang-undang maka dari itu notaris harus menjaga kehormatan dan martabatnya
.:bagai seorang Notaris. Notaris yang baik adalah notaris yang taat pada peraturan
::rundang-undangan dan kode etik serta menjaga kehormatan dan martabatnya. Notaris
.::.nva dapat diangkat dan dibehentikan oleh menteri, sehingga untuk menjadi seorang

::taris harus lulus menempuh jenjang stratra dua magister kenotariatans. Hal ini juga

::iah dijelaskan di dalam Undang-undang sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal

: Lrndang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- ndang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentanglabatan Notaris.

Adapun syarat di dalam Pasal 3 huruf (h) menjelaskan bahwa seseorang dapat

-:enjadi notaris apabila dia tidak pernah dijatuhi pidana penjara denganancaman
::ukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini berarti untuk menjadi seorang notaris
-:aruslah memiliki citra yang baik yang dapat menjunjung tinggi harkat dan kehormatan
..ctaris tersebut karena notaris mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat dan
:rempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan kewenangannya.

Apabila terdapat seorang notaris dikenakan tindakan pidana dengan ancaman

-rukuman pidana penjara kurang 5 (lima) tahun namun, akan teteapi di dalam Undang-
':ndang tidak menjelaskan penjatuhan sanksi bagi Notaris. Hal ini ini dapat memberikan

-iesempatan bagi notaris untuk diangkat kembali menjadi Notaris. Hal tersebut
dikarenakan, berdasarkan Pasal 3 huruf (h) yang menjelaskan bahwa: "Tidak pernah
diiatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

rukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

lima) tahun atau lebihl'

Atas dasar tersebut dan tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa Notaris
vang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan pemberhentian
ridak hormat maka, terdpat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali
dengan dicabut sanksinya. Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris,
apabila seorang notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima
tahun namun, masih dapat menjadi seorang notaris maka hal ini bertentangan dengan
Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
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Nornor 30 Tahun 2004 tentang Iabatan Notaris dan Beberapa ketentuan di dalam Pasal 3

Kode Etik. Adapun bunyi Pasal 16 ayat t huruf (a) Undang-undang Republit Indonesia
Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:" flotaris wajib bertindak amanah, jujur,
saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalant
perbuatan hukum". Hal mengenai kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang-
undang Republik Indonesia Nom or 2 Tahw 2014j uga tertuag di dalam Pasal 3 Kode Etik

Untuk menjaga Kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan
kewenangannya sebagai pejabat publik haruslah disumpah terlebih dahulu. Dalam
sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan
kewenangannya sebagai pejabat publik harus tundukpada undang-undang yang berlaku
serta mempunyai kepribadian yangbaik. Selain berpedoman pada undang-undang, notaris
dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baikjika berlan-daskan kode etik dan asas-asas

hukum. Notaris yang dikenal sebagai orang yang dipercaya masyarakat, ketika meiakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang dan yang berakibat
merendahkan kehormatan dan martabat kemudian dikenakan sanksi dengan anca.man

hukuman kurang dari lima tahun namun dapat diangkat menjadi Notaris kembali. Hal ini
berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan
sanski di dalam Undang-undang dan dapat mengurangi nilai seorang Notaris.

Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam
mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang. Leden Marpaung menjelaskan
makna kepastian Hukum dengan mencermati Pasal I Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), yang berpendapat: "Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP
mengandung asas Asseln von Feuerbach atau nullum dellictum nulla poena sine pravla
lege poenali. Asas ini terkontretiasi di dalam rumusan "Tiada suatu perbuatan dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan
yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukanl'

Adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak
terjadi adanya muititafsir sehingga diperiukan adanya aturan yang jelas. Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya berdasarkan asas kepastian hukum harus berpedoman
secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang diambil
yang dituangkan di dalam akta sehingga apayang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan maka aka tersebut bisa dijadikan
sebagai pedoman.

Kesimpulan dan Saran

Hasil kajian yang diperoleh bahwa: Pertama,Kepastian hukum akta notaris ketika
notaris yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang bahwa Undang-Undang fabatan Notaris
dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana
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:::radap aka yang dibuatnya manakala terbuki melakukan pelanggaran terhadap hukum
':iana. Dalam Undang-undang Iabatan Notaris hanya mengatur mengenai ketentuan
, =ksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab notaris
.:cara pidana dikenakan apabila notaris terbukti melakukan perbuatan pidana, apabila
:::'adinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut
--rat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KrJHp. Kedua,Kedudukan notaris yang
"atuhi sanksi pidana kurang dari 5 (lima) tahun, bahwa notaris yang telah dijatuhi sanksi
.:-;ang dari 5 (lima) tahun wajib menjalankan hukumannya sehingga dikenakan sanksi
:::ana dan Notaris dalam hal ini wajib diberikan sanksi terkait profesinya yang terdapat
:: dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang juga termasuk profesi dan juga
::-ah diatur secara khusus dalam undang-undang maka sudah seharusnya diberikan
r.-rlisi untuk menjaga integritas profesi Notaris. Dalam pelaksanaannya Notaris yang
::-ah dijatuhi sanksi kurang dari 5 (1ima) tahun hanya diberikan pemecatan sementara
::ri anggotanya. Sehingga, Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun
::asih memperoleh kesempatan untuk menjalankan jabatannya kembali. Kefrga, Konsep
r:ngaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan
,;mentara akibat dijatuhi pidana, bahwa seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi
:::hadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima
::run diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
l:rubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Thhun 2004 tentang Jabatan Notads. Apabila
::rdapat aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut maka,akan memberikan
.::pastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain:
lerdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: Notaris yang
-:Iah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah
:rerendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal
:ri disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja
:relainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi
:idana dengan ancaman kurang dari 5 (tima) tahun harus dikenakan sesuai d.engan
-<etentuan dalam Undang-Undang labatan Notaris. Seorang Notaris yang memiliki
-iervenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila
nelakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Seorang
\otaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun secara tidak
rangsung tidak dapat dikenakan aturan di dalam pasal 12 dan pasal 13 karena tidak
aturan yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi
iukuman kurang dari lima tahun. Hal ini terjadi karena terdapat adanya kekosongan
hukum. Maka dari itu perlunya aturan di dalam undang-undang jabatan Notaris tentang
sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur. Sanksi dalam Undang-undang
Iabatan Notaris sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan
kesalahan dengan sengaja, dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya
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membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah

lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang

kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap

kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih

ditingkatkan karena ha1 tersebut berpengaruh pada aspek moral fabatan Notaris itu

sendiri di masyarakat secara umum.
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